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PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungs dan peran rekonstruksi dalam proses penyelesaian perkara pidana
kasus pembunuhan, adalah untuk memberikan gambaran tentang
terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara
tersangka mel akukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan
kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

2. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyelesaian perkara
pidana antara lain, dalam hal pelaku lebih dari seorang, pelaku tindak
pidana tidak tertangkap semuanya, dan pelaku tidak mau atau menolak

mel aksanakan rekonstruksi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagal berikut:
1. Selurun aparat penegak hukum harus mampu meningkatkan
profesionalismenya dalam suatu penegakan hukum agar penyelesaian
proses perkara pidana terutama dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat

diselesaikan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia.
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2. Hendaknya pelaksanaan rekonstruksi dapat menghadirkan semua
tersangka ataupun saksi agar kronologi peristiwa diketahui secara benar

dengan tidak mengesampingkan situasi dan kondisi.
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